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Pendahuluan
• Notaris merupakan pejabat umum yang wajib menerapkan prinsip

kehati-hatian.

• Salah satu bentuk prinsip kehati-hatian adalah Prinsip Mengenal
Pengguna Jasa (PMPJ).

• PMPJ diatur secara khusus dalam Permenkumham No. 9/2017 dan
merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana
tercermin dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

• PMPJ bertujuan mencegah penyalahgunaan jasa Notaris, termasuk
tindak pidana pencucian uang.

• Dalam praktik, penerapan PMPJ belum tentu berjalan secara seragam di
setiap kantor Notaris.

• SOP diperlukan sebagai edoman kerja agar penerapan PMPJ lebih
terstruktur dan konsisten.
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Rumusan Masalah

1. Apakah kantor Notaris di Kabuoaten Sidoarjo telah
menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ)?

2. Bagaimana keberadaan dan format Standar Operasional
Prosedur (SOP) penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa
(PMPJ) yang selayaknya dimiliki dan dterapkan oleh kantor
Notaris di Kabupaten Sidoarjo?
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Metode
• Jenis penelitian : Penelitian hukum empiris

• Pendekatan : Pendekatan perundang-undangan dan
konseptual

• Data primer : Kuesioner kepada 12 Notaris di Kabupaten
Sidoarjo

• Data sekunder : UU No. 2/2014, Permenkumham No. 9/2017,
Kode Etik Notaris dan literatur atau jurnal hukum terkait.

• Analisis data : kualitatif deskriptif
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Hasil (Penerapan PMPJ)

• 58,3% Notaris telah menerapkan PMPJ

• 41,7% belum menerapkan PMPJ

• Alasan belum menerapkan :

1. Kurangnya pemahaman

2. Minimnya sosialisasi

• Penerapan PMPJ di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya
merata
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Hasil (Keberadaan SOP PMPJ)

• 50% Notaris telah memiliki SOP tertulis

• 50% lainnya belum memiliki SOP tertulis

• Waktu mulai penerapan SOP tidak seragam

• Terdapat perbedaan pemahaman mengenai SOP tertulis

• SOP yang dimiliki umumnya membantu pelaksanaan PMPJ
menjadi lebih terstruktur
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Temuan Penting Penelitian

• Penerapan PMPJ sudah berjalan, tetapi belum merata

• Banyak Notaris mengalami kendala teknis dan administratif

• Penyusunan SOP belum menjadi prioritas di semua kantor

• Tidak semua Notaris memahami SOP tertulis dengan pengertian
yang sama

• Tidak semua Notaris memahami SOP tertulis dengan pengertian
yang sama

• Keberadaan SOP terbukti membantu penerapan PMPJ lebih
konsisten dan sistematis
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Manfaat Penelitian

• Memberikan gambaran faktual mengenai penerapan PMPJ di
Kabupaten Sidoarjo

• Menjadi referensi bagi kantor Notaris dalam menyusun SOP
PMPJ

• Mendukung peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian

• Memberikan rekomendasi berupa rancangan SOP sebagai
pedoman operasional
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